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RINGKASAN

Transfer Keuangan Desa yang terus meningkat dari tahun ketahun membuat
Pemerintahan Daerah melalui institusi Pengawasannya harus lebih ekstra untuk
mengawal agar proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan desa tersebut sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan data dari
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas hasil pengawasan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, masih
terdapat temuan dari tahun ke tahun, baik temuan yang bersifat administrasi
maupun temuan yang bersifat kerugian. Hal ini menunjukan belum optimalnya
peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mengawal proses
penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah
Kabupaten Pulang Pisau. Pasal 6 Ayat (1) Permendagri Nomor 73 tahun 2020
Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP dilaksanakan dalam bentuk : 1). Reviu;
2). Monitoring; 3). Evaluasi; 4). Pemeriksaan, dan 5). Pengawasan Lainnya,
termasuk didalamnya melaksanakan pemantauan proses penyaluran keuangan
desa.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran APIP
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan pengawasan
penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa apakah telah
mempedomani Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, serta untuk mengetahui
langkah-langkah efektif APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam upaya
optimalisasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Wilayah
Kabupaten Pulang Pisau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
dengan metode penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis, teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen/kepustakaan, wawancara dan
observasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa, APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
belum menjalankan perannya sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. APIP
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan pemantauan atau
monitoring dalam proses penyaluran keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang
Pisau. Penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa APIP Inspektorat Kabupaten



Pulang Pisau tidak menentukan sampling objek pemeriksaan berdasarkan skala
prioritas, tetapi hanya dilakukan melalui analisis intern yang sifatnya kurang
memadai, sehingga tidak mampu mengidentifikasi dan memetakan area
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berisiko tinggi terhadap
penyimpangan. APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau juga belum optimal
menjalankan perannya selaku quality assurance, bahwa berdasarkan Permendagri
Nomor 73 Tahun 2020, ruang lingkup pengawasan APIP atas pengelolaan
keuangan desa salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi,
Pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan konsultansi terkait keuangan
desa. Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa kondisi tersebut dikarenakan
minimnya jumlah Sumber Daya Manusia / Pegawai dan minimnya anggaran yang
tersedia pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Langkah efektif APIP
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam upaya optimalisasi peran pembinaan
dan pengawasan keuangan desa dilakukan melalui pengusulan penambahan
jumlah Sumber Daya Manusia dan penambahan anggaran serta mengawal proses
pengelolaan  keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga
pertanggungjawaban.

Dari hasil penelitian, Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Pulang Pisau dan APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau perlu
kiranya melakukan revisi atas regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dengan
memuat hal yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada APIP apabila
APIP tidak melakukan pemantauan atas proses penyaluran keuangan desa.
Perlunya komitmen bersama dari kepala daerah dan kepala Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau untuk dapat memenuhi jumlah sumber daya manusia dan anggaran
yang ideal bagi APIP dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat dipedomani secara komprehensif oleh
APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam menjalankan fungsi pembinaan
dan pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah
Kabupaten Pulang Pisau.
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ABSTRAK

Kata Kunci : APIP, Pengawasan, Keuangan Desa, Penyaluran, Pengelolaan,
Pertanggungjawaban.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dapat diartikan sebagai usaha, tindakan,
dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa
berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta
partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian
yang dilakukan ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana
peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas proses Penyaluran,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten
Pulang Pisau, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dan 2)
Mengetahui Langkah-Langkah Efektif APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan atas proses penyaluran,
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten
Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan sosioligis dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara dan observasi.
Dari hasil analisis data ditemukan bahwa peran APIP Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau dalam proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau belum optimal dan belum
sesuai permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa. APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan
monitoring dalam proses penyaluran keuangan desa. Pemeriksaan yang dilakukan
APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau lebih menekankan pada pemeriksaan
yang sifatnya regular daripada pengawasan yang sifatnya pembinaan seperti
sosialisasi, pendidikan dan pelatihan. Adapun Langkah efektif APIP dalam rangka
optimalisasi dalam pengawasan keuangan desa yaitu dengan mengupayakan
penambahan pegawai, penambahan anggaran, dan pengingkatan kompetensi
pegawai sehingga APIP diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembinaan
dan early warning system.
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ABSTRACT

Keywords: APIP, Supervision, Village Finance, Distribution, Management,
Accountability

Supervision of Village Financial Management can be defined as efforts, actions,
and activities aimed at ensuring that Village Financial Management runs
transparently, accountably, with orderly budgetary discipline, and is
participatory by statutory provisions. The research conducted here aims to: 1)
Identify and analyze how the role of the APIP Inspectorate of Pulang Pisau
Regency in the process of Distribution, Management, and Accountability of
Village Finances in the Pulang Pisau Regency, whether it is following the
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 concerning
Supervision of Village Financial Management, and 2) Knowing the Effective Steps
of APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency to optimize guidance and
supervision over the process of distribution, management and accountability of
village finances in Pulang Pisau Regency. This research uses statutory and
sociological approaches with normative-empirical legal research methods. Data
collection techniques were carried out through document studies, interviews, and
observations. From the results of data analysis, it was found that the role of the
APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency in the process of channeling,
managing, and accounting for village finances in the Pulang Pisau Regency was
not optimal and was not following Regulation of the Minister of Home Affairs
Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management.
APIP Inspectorate of Pulang Pisau District did not monitor the process of
distributing village finances. Examinations conducted by the APIP Inspectorate of
Pulang Pisau Regency emphasize regular examinations rather than supervision,
such as guidance through socialization, education, and training. APIP's effective
steps to optimize the supervision of village finances are seeking additional
employees, budgets and increasing employee competence so that APIP is expected
to be able to carry out coaching activities and early warning system.
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